BAB IV
KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menganalisis proses pembentukan
kebijakan luar negeri Indonesia ke Myanmar terkait krisis kemanusiaan Rohingya. Hal
ini dirasa penting untuk dikaji karena kebijakan luar negeri ini erat kaitannya dengan
hubungan antara negara Indonesia dengan negara lainnya (pada kasus ini Myanmar),
sehingga semua keputusan yang dilakukan pemerintah Indonesia pasti memiliki
konsekuensi dan harus diperhitungkan secara matang. Dengan melihat pada teori dan
analisis yang telah dibuat di dalam penelitian, penulis menemukan tiga poin penting
yang mampu menjelaskan proses pembentukan kebijakan tersebut.

Poin pertama, penulis menemukan bahwa proses pembentukan kebijakan
Indonesia terkait krisis kemanusiaan Rohingya dapat dilihat pada tingkat kompetensi
pemerintah Indonesia sebagai aktor pengambil keputusan. Pada poin ini, penulis
menemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah menggunakan perangkat aturannya
secara maksimal dan mengedapankan pada relevansi dan ketepatan guna dalam
mencapai tujuannya. Hal ini dapat terlihat pada penerapan nilai politik luar negeri
bebas-aktif Indonesia yang dirasa mampu menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia
di dalam proses pembentukan kebijakan luar negerinya terkait krisis kemanusiaan
Rohingya. Kemudian kompetensi pemerintah Indonesia juga dilihat pada hubungan
antara aktor Superior dan Subordinate di dalam pemerintahan Indonesia yang sudah

terjalin dengan baik. Hal ini terlihat pada bagian analisis, dimana Joko Widodo
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(Superior) mampu menyatakan permasalahan Rohingya sebagai isu internasional dan
menginstruksikan Menteri Luar Negerinya (Subordinate) untuk menemui pihak
Myanmar yang kemudian dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan penuh dengan
tanggung jawab. Kemudian tingkat kompetensi ini juga dilihat pada unit analisis
Indonesia (Kementerian Luar Negeri) yang memiliki fungsi dan spesifikasi
kemampuan dalam bidang urusan luar negeri. Terakhir, dalam melihat kompetensi
pemerintah Indonesia, harus melihat juga pada sifat partisipasinya, dimana pemerintah
Indonesia sendiri memiliki unit analisis tersendiri dalam membentuk kebijakan luar
negerinya, yaitu Kementerian Luar Negeri, yang kemudian diberikan wewenang oleh
Presiden Joko Widodo untuk turut serta membentuk kebijakan terkait Krisis
kemanusiaan Rohingya, dan dibantu dengan peran penasihat di dalamnya.

Poin kedua, penulis juga menemukan bahwa komunikasi dan informasi
merupakan hal yang penting bagi pemerintah Indonesia dalam membentuk kebijakan
luar negerinya. Komunikasi sendiri dirasa penting karena merupakan kebutuhan dasar
bagi pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan informasi dengan menekankan
kepada persamaan pemahaman dan bahasa (harfiah maupun kiasan) di dalamnya,
sehingga proses pembentukan kebijakan luar negeri ke Myanmar dapat terintegrasi
dengan baik. Kemudian penulis juga menemukan bahwa sangat penting bagi
pemerintah Indonesia dalam memiliki karakter spesifik terhadap komunikasi yang
dilakukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah Indonesia mampu

menyampaikan sebuah informasi dengan makna yang melekat di dalamnya, dan
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pemilihan kata yang ingin disampaikan dengan lawan bicaranya, sehingga
pembentukan kebijakan luar negerinya terkait krisis kemanusiaan Rohingya dapat
dieksekusi dengan baik. Kemudian jika mengacu pada arus informasi, dapat terlihat
bahwa informasi memang dijadikan alat analisis bagi pemerintah Indonesia untuk
menyaring informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan persoalan Rohingya.
Adapun instrumen yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mendapatkan
informasi, yaitu menggunakan komunikasi secara lisan maupun tertulis. Selain itu
penulis juga menemukan bahwa dalam mendapatkan membentuk kebijakan luar
negeri, pemerintah Indonesia harus memperhatikan pada komponen penting di
dalamnya yaitu, informasi yang berkaitan dengan tujuan dibentuknya kebijakan
tersebut, informasi yang berkaitan dengan efisiensi dan pemeliharaan.

Pada poin kedua, penulis juga menemukan bahwa proses pembentukan
kebijakan luar negeri Indonesia ini erat kaitannya dengan arus komunikasi dan
informasi yang harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Mengacu pada arus
komunikasi, hal ini dapat terlihat pada pentingya persamaan pemahaman dan bahasa
yang kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam proses pembentukan
kebijakannya terhadap Myanmar dalam membahas masalah krisis kemanusiaan
Rohingya. Kemudian penulis juga menemukan pentingnya karakter spesifik yang harus
dimiliki oleh aktor pengambilan di Indonesia, karena hal ini akan sangat
mempengaruhi proses pembentukan kebijakannya. Pembahasan mengenai arus

komunikasi dan informasi ini kemudian didukung oleh konsep pendukung yaitu, FPA
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yang membahas mengenai adanya hubungan timbal balik yang terjadi antara aktor
pengambil keputusan.

Terakhir, poin ketiga, penulis menemukan bahwa proses pembentukan
kebijakan Indonesia terkait krisis kemanusiaan Rohingya juga dapat terlihat pada
motivasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Hal ini termasuk di dalamnya
membahas mengenai motivasi pemerintah Indonesia berdasarkan urgensinya dalam
mencapai tujuannya.. Pada bagian analisis telah dijelaskan bahwa urgensi pemerintah
Indonesia dalam kasus yang bersangkutan disebabkan oleh karena faktor kemanusiaan,
dimana kejadian tersebut, disikapi oleh pemerintah Indonesia sebagai aksi pelanggaran
HAM sehingga harus segera dicarikan solusi. Kemudian penulis juga menemukan
bahwa motivasi pemerintah Indonesia dalam proses pembentukan kebijakan luar
negeri ini didasari oleh norma dan aturan yang ada di dalam negaranya. Selain daripada
itu, poin motivasi ini juga didukung oleh konsep FPA, yang sama dengan poin pertama,
membahas mengenai pentingnya peran manusia di dalam membentuk kebijakan luar

negeri.
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